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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dalam pembahasan berupa 3 putusan pengadilan, dapat disimpulkan 

bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pemidanaan 

terhadap kasus prostitusi yang terjadi terhadap anak dipertimbangkan 

melalui 2 pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non 

yuridis. Pertimbangan yuridis adalah dasar pertimbangan hakim 

berdasarkan dari segi hukum atau dasar hukum yang berlaku. Sementara 

itu dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari 

aspek non hukum. Artinya Hakim dalam pertimbangannya juga 

memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi 

terdakwa. hal yang memberatkan perbuatan terdakwa adalah akibat dari 

perbuatan terdakwa seperti, telah merusak mental dan masa depan anak, 

dan hal yang meringankan terdakwa adalah sikap terdakwa selama 

persidangan seperti mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji 

untuk tidak mengulanginya lagi, dan terdakwa belum pernah dihukum. 

Dalam 3 vonis pengadilan yang telah penulis analisis, majelis hakim 

menjatuhkan vonis pemidanaan terhadap pelaku berupa pidana penjara dan 

denda, sehingga dapat dikatakan bahwa putusan hakim tidak melindungi 

korban yaitu anak, karena putusan hakim berupa vonis pemidanaan dan 

denda yang tentunya hanya berlaku untuk terdakwa saja.  
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2. Saran 

1. Bagi hakim  

Berdasarkan penelitian ini Bagi para hakim hendaknya untuk 

menjatuhkan putusan pengadilan disertai juga dengan perlindungan 

terhadap anak, Mengingat anak yang menjadi korban, dan anak sangat 

mudah sekali untuk dipengaruhi dan dimanipulasi, terlebih lagi anak 

mendapatkan dampak buruk bagi perbuatan terdakwa, seperti 

mempengaruhi mental anak dan tentunya mempengaruhi masa depan 

anak karena praktek prostitusi identik dengan hubungan persetubuhan 

yang pastinya sangat beresiko menghilangkan 

keperawanan/keperjakaan anak, terlebih lagi penularan virus lainnya. 

korban yang merupakan anak yang seharusnya mendapat perlindungan 

setelah kejadian yang menimpa nasibnya, Anak merupakan generasi 

penerus bangsa dan SDM yang suatu saat nanti akan membangun 

bangsa ini, maka dari itu mental anak yang menjadi korban prostitusi 

harus dikembalikan seperti semula. jadi saran penulis disini adalah 

putusan hakim seharusnya juga mencakup perlindungan terhadap 

korban, tidak hanya berupa vonis pidana dan denda bagi pelaku, 

karena vonis pidana dan denda hanya berupa hukuman terhadap pelaku 

dan tidak melindungi korban. Anak merupakan generasi penerus 

bangsa dan SDM yang suatu saat nanti akan membangun bangsa ini, 

maka dari itu mental anak yang menjadi korban prostitusi harus 

dikembalikan seperti semula.  
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